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ABSTRAK

YUYUN FAHRI ANNISA H.USMAN. 2021. Transparansi Bantuan Sosial
Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja
Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng (dibimbing oleh Nuryanti Mustari
dan Rudi Hardi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Bantuan Sosial
Dalam Pemutusan Penyebaran COVID-19 Di Kelurahan Salo Karaja Kabupaten
Soppeng.Jenis penelitian adalah Kualitatif Tipe penelitian vaitu Deskriptif
Kualitatif. Jumlah Informan 5 (Lima) Orang. Sumber data meliputi Data Primer
dan Data Sekunder. Teknik Per Data meliputi Observasi, Wawancara

araja Kecamatan
erintah melihat
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID--W} telah membawa

perubahan yang cukup signi bagi seluruh dunia saat . Adanva
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kasus positif vang
sedang dalam perawatan atau isolasi mandiri dibagi dengan jumlah kasus

kumulatif di wilayahnya masing-masing. Namun, meski jumlah kasus aktif

lebih rendah dari rata-rata dunia dan kasus sembuh berada di atas rata-rata




dunia, persentase kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih berada di
atas rata-rata dunia. yaitu 4,4% (Indonesia) dan 3.5% (Dunia).

Dengan adanya pandemi COVID-19 yang mewabah di Dunia
khususnya di Indonesia timbullah beberapa permasalahan yang terjadi di
tengah masyarakat salah satunya kesenjangan ekonomi yang terjadi baik

dalam bentuk sandang, pangan/dan materi. Maka pemerintah memberikan

solusi berupa bantuan_sasia! jantuan langsung tunai, sembako dan
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i kelebihan materi vang
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COVID-192 di
berbagai daerah dengan harapan bahwa realokasi anggaran Pemerintah Pusat

maupun daerah dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga tidak ada

penyimpangan atau penyalahgunaan bahkan membuka peluang terjadinya




tindak pidana korupsi yang akan menyebabkan anggaran tersebut tidak sampai
ke sasaran.

Dana penanganan COVID-19 yang digelontorkan pemerintah ini
menjadi semacam “Vitamin” vang bisa kembali menyehatkan masyarakat
vang terdampak perekonomian bangsa dan memulihkan stabilitas sistem

keuangan negara Maka dari itu ségala efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya

terbaru akibat

an sosial sangat
rentan membuka celah / ruang untuk korupsi, karena vang ada didalam pikiran
kita adalah soal kecepatan dan keterjangkauan yang luas yang penting masalah

dapat segera diatasi sedangkan soal akuntabilitas dan transparansi menjadi

kurang diperhatikan. Sesungguhnya keterbukaan informasi (transparansi)




adalah bagian dari hak publik yang diatur undang-undang Karena itu,
Pemerintahan yang baik (Geod Governance) tak bisa lepas dari prinsip
keterbukaan, sehingga semua Stakeholder (termasuk rakvat) bisa ikut
mengawasi dan mengawal kebijakan pemerintah. Apalagi dalam suasana

krisis wabah corona saat ini, di mana rakyat yang terdampak COVID-19

sangat massif. maka keterbukaa

dibutuhkan untuk M A p pemerintah, juga rrust antar

instansi pe:mm 1
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data bantuan sosial menjadi sangat

proses, dalam
Pengambilan kebijakan harus diakses ke publik dan harus di umumkan secara
terbuka agar mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Melalui

pembentukan tim gugus Kelurahan dan pembentukan ketua kelompok

penerima bantuan, disanalah masyarakat menerima informasi Kedua




peraturan dan prosedur pelayanan di komunikasikan kepada masyarakat
melalui rapat bersama Aparat Kelurahan dan masyarakat sehingga terkait
aturan dan prosedur pembagian bantuan sosial berjalan dengan baik Ketiga
kemudahan informasi adalah masyarakat Kelurahan dapat mengakses

informasi melalui papan pengumuman di Kantor Kelurahan, selain itu
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khususnya Kabupaten Soppeng dengan keterlibatan warung/toko pada Desa/
Kelurahan sebagai penyedia paket barang kebutuhan sehari-hari bagi
masyarakat.




Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng turut
serta dalam penyerahan Paket Bantuan Sosial Sembako bagi masyarakat
terdampak COVID-19 dan atas kontribusi Kelurahan dalam melaksanan
program bantuan sosial ini tentu sangat membantu masyarakat. Akan tetapi
dalam pemberian bantuan sosial ini tidak terlepas dari berbagai masalah vang

dihadapi baik masyarakat maupumypihak yang terkait paket Bantuan Sosial
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diatas, maka dapat

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai bertkut:
Bagaimana Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan

Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata

Kabupaten Soppeng?




C. Tujuan Penelitian:
Untuk mengetahui  Transparansi Bantuan Sosial Dalam  Pemutusan
Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata

Kabupaten Soppeng.

D. Manfaat Penelitian:




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Nurhayati (2017), telah meneliti tentang “Analisis Teori Transparansi

Pengelolaan Keuangan Daerahh di Indonesia” Dari hasil data yang di

;a/\' ialah menyediakan informasi

Pemerintah vang terdiri dari pengendalian penilaian resiko dan aktivitas
pengendalian terbukti berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan
keuangan pengelolaan danaBantuan Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin baik pelaksanaan di instansi tersebut, maka laporan keuangan




pengelolaan Dana Bantuan Sosial yang dihasilkan akan semakin handal
Hal ini sesuai dengan tujuan diterapkannya sistem pengendalian intern
pemerintah pada instansi pengelolaan Dana Bantuan Sosial yaitu untuk
meningkatkan keterandalan laporan keuangan pengelolaan Dana Bantuan
Sosial,

3. Arifin Tahir (2011), telah{meneliti tentang “Kebijakan Publik dan
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daerah yang masih banyak mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan
dalam memberikan pedoman kepada arah kebijakan pengelolaan dana

Bantuan Sosial. Penelitian kedua lebih berfokuskan pada Pengelolaan Dana

Bantuan Sosial Mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk
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meningkatkan keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana Bantuan
Sosial. Penelitian ketiga lebih berfokus pada keterbukaan (apenness)
pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas
pengelolaan sumber daya publik.

Perbedaan rencana penelitian dengan penelitian terdahulu vaitu terletak

pada objek penelitian, rumusan miasalah dan penjelasan mengenai beberapa

transparansi dari pengen _,A gnuelolaan dana Bantuan Sosial

dan adanya

faktor

pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai sebagai prinsip yang menjamin

akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penvelenggaraan Pemerintahan, yakni informasi temtang kebijakan proses
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pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai (Dini Pramesti
Putri, 2018)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan
bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masvarakat

memiliki hak untuk mengetahy ra terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban Pep engelolaan  sumber daya yang

dipercavakan kepz / \ dang-undangan.
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Dengan demikian, transparansi mejadi instrumen penting vang dapat

menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi

kewenangannya. (Nico Adrianto, 2007)




Transparansi adalah bagian dari hak publik vang diatur undang-
undang. Karena itu pemerintahan yang baik (good governance) tak bisa lepas
dari prinsip keterbukaan, sehingga semua stakeholder (termasuk rakyat) bisa

ikut mengawasi dan mengawal kebijakan pemerintah. Apalagi dalam suasana

krisis wabah corona saat ini, di mana rakvat vang terdampak COVID-19

yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya Indikator kedua
merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat
dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan Prosedur

tersebut bersifat “simple, straightforward and easy to apply” (sederhana,
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langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam
interpretasi, Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi
mengenai  berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.Informasi

tersebut bebas didapat dan siap tersedia (Agus Dwiyanto, 2006)

B. 2. Bantuan Sosial

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI
Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 15, “Bantuan Sosial adalah pemberian

bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu,
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keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial”. Sedangkan untuk pengertian belanja bantuan sosial
dapat dibaca di dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor
10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial Ketentuan Bantuan Sosial

Pengertian Belanja Bantuan Sosig Risiko Sosial, “Belanja Bantuan Sosial

adalah transfer vang ata g i an oleh Pemerintah Pusat/Daerah

T inan terjadinya risiko
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, lansia, keluarga
dan keluarga,
perempuan, masyarakat tertinggal dan terlantar termasuk biaya administrasi
dan dukungan atas skema-skema dimaksud serta penelitian dan

pengembangan dan perlindungan sosial lainnya  Bantuan Sosial adalah

transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah




kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinva resiko
sosial. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masvarakat
dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnva bantuan untuk
lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan Belanja Bantuan
Sosial diberikan oleh pemerintah kepada seseorang, keluarga. kelompok atau
lembaga dalam bentuk, vang, bapdng dan jasa vang bersifat sementara atau

/\ sosial dan perlindungan.

oman Akuntansi Belanja

?\« e i,
XS5 e,
VW e e,

berkelanjutan guna membe
=

s p M T

angarannya Rp | Triliun. Dengan demikian, total ada 4.2 Juta warga di

Jabodetabek yang akan mendapat bantuan sosial sembako ini Total

keseluruhan nilai sembako vang diterima tiap warga selama tiga bulan

vakni April, Mei, dan Juni adalah Rp 1.8 juta. Belakangan, Pemerintah
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memperpanjang program ini sampai Desember, namun nilainya
berkurang menjadi Rp 300.000/bulan.

2. Bantuan Langsung Tunai
BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai,

baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat

(unconditional cash mm.uk masyarakat miskin Negara yang

alah Brasil, dan selanjutnya diadopsi
. gidiberikan dan mekanisme

b

antung kebijakan

,,,,,
Ranaca

miro kecil berupa
dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT) Skemanya, vakni

keluncuran bantuan modal usaha Rp. 2.4 Juta vang di transfer lewat

rekening. Pada hari keluncurannya bantuan ini sudah di salurkan kepada
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satu juta usaha mikro kecil. Bantuan akan terus di salurkan secara
bertahap sampai mencapai 12 mikro kecil pada September mendatang.

5. Listrik Gratis
Pemerintah juga memberikan intensif tarif listrik pelanggan yang

terdampak pandemi COVID-19. Intensif ini berupapembebasan tagihan,

\\\\\“"h{///
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7. Subsidi Gaji Karyawan
Pemerintah memutuskan meluncurkan bantuan subsidi  gaji  bagi
karyawan swasta. Karyawan vang mendapatkan subsidi ini adalah
mereka yang terdaftar BPJS ketenaganakerja dengan gaji dibawah
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Rp.5.000.000. pemerintah menyiapkan Rp. 37,7 Triliun untu program
bantuan Subsidi gaji ini. Penerima subsidi akan menerima bantuan
Rp.600 000 perbulan selama 4 bulan. Pembayaran dilakukan selama
2tahap atau Rp.1,2 juta setiap penyaluran.

Tujuan Transparansi Bantuan Sosial (Lilis Sulistyowati, 2020)

data bantuan sosial pada » damipak Bantuan pun harus tepat guna,

tepat jumlah day / \

o ‘l 5.5
T %
‘\\\\\\illhl/// q.’ v
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an akuntabel serta
urasi tidak boleh
diabaikan Pendataan harus akurat agar penyaluran ragam bantuan sosial tepat
sasaran karena itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana bantuan di
tengah upaya besar pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

nasional ini diwujudkan dengan membuat laporan administrasi dan




19

mempublikasikan segala bentuk sumbangan serta bantuan vang diterima
terkait penanggulangan COVID-19, guna meminimalkan potensi gratifikasi
atas penerimaan sumbangan dari masyarakat. (Lilis Sulistyowati, 2020)

Peran Transparansi Bantuan Sosial ialah peran penting dalam

mengidentifikasi penerima manfaat dan menjaga transparansi penyaluran BLT

:.\KA-SQ

n A!}
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Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiraiory Syndrome (SARS) COVID-
19 jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul
di Wuhan Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute

Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan
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penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Promkes Kementerian
Kesehatan RI, 2020)

COVID-19 merupakan tipe virus vang umum menyerang saluran
pernafasan. Tetapi COVID-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang
lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi

inter-spesies menerapkan Pemk Sosial Skala Besar (PSSB), salah

satu cara efektif untukomer iyebaran COVID-19 adalah dengan

:takan pola penyebaran

<pS MUHA,;\\
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perawatan kesehatan dasar gratis hampir bagi seluruh warga negara (Nur
RohimYunus, 2020)

Kebijakan yang muncul akibat wabah COVID-19 terlihat dengan

adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan
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Jjumlah transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, yang tentunya
kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat menahan laju aktifitas masyarakat
keluar rumah. Hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut
dengan lockdown. Lockdown dapat membantu mencegah penyebaran COVID-

19 ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah

// 8y ) yean ‘
7///111! n{\\\\

demi menghindari
kepanikan masyarakat akibat berita hoaks yang terlanjur beredar di kalangan
masyarakat. Merujuk UU ITE dalam Pasal 45A Ayat (1), setiap orang yang

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan



dipidana dengan pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak Rp |

Miliar. (Nur RohimYunus, 2020)

C. Kerangka Pikir
Kehadiran Transparansi Bantuan Sosial merupakan salah satu unsur yang
perlu dalam pola (Good Governan ang bersih bebas dari Korupsi Dalam

y D
ana rakyat yang terdampak

suasana krisis w‘ahah |
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BAGAN KERANGKA PIKIR

Transaparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan
Penyebaran COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja
Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

I

Keterbukaan Proses rosedu layar Kemudahan Informasi

@

akan di deskripsikan seperti berikut:
1. Keterbukaan Proses
Pengambilan kebijakan harus diakses ke publik dan harus di umumkan

secara terbuka agar mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.
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2. Peraturan dan Prosedur Pelayanan
Pengambilan kebijakan aturan dan prosedur dalam pelayanan harus bersifat
terbuka dan mudah di terapan untuk mengurangi interpretasi di kalangan
masyarakat.

3. Kemudahan Informasi
Kemudahan dalam mengz informasi dapat dilakukan dengan

N\

penyebaran mf.lal i Sehingga masyarakat dapat dengan




BAB 11

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari — Maret Lokasi penelitian

yaitu Di Dinas Sostal Kabupaten S@ppeng dan Kantor Kelurahan Salo Karaja

Kabupaten Soppeng. /

¥

milih lokasi ini karena ingin

LLE T

Proses penelitian yang dimaksud antara lain adalah melakukan
observasi atau pengamatan terhadap informan, berinteraksi dengan mereka

dan menggali informasi yang diketahui tentang Transparansi Bantuan




26

Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo
Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah
tipe Deskriptif Kualitatif atas dasar bahwa informasi vang akan diteliti

adalah berkaitan dengan pefghayatan, pengalaman, pemahaman., dan

‘pemberian arti dari inf Deskriptif merupakan penelitian

e

PMAS S

i \\\l"l,///
7 o gf//

::::::::

?4%7215‘“ N

rman, yaitu orang

yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai

sarana mendapatkan informasi ataupun data.
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2, Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang tidak langsung didapatkan oleh
pengumpul data. Data Sekunder ini adalah data yang sifatnya mendukung
keperluan Data Primer seperti buku-buku, dan bacaan serta dokumentasi
atau file yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

D. Informan

enar mengetahui permasalahan

g

\\\\\“ i lh////
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A
— Staff Bagian Perencanaan dan
2 Muh. Avdil MA Pelaporan/Operator 1 Orang

; Kasi Ekonomi Pembangunan
3 Nurhidayat, S.IP NR dan Kesejahtersan Rakyat | Orang
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4 Asma AS Penanam Cabe 1 Orang
5 Sallama SL IRT 1 Orang
Total Informan 5 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data
Tekmik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang
memungkinkan diperoleh data dej gan waktu yang relatif lama. Teknik

/\+. ng strategis dalam penelitian,

-------

o

'ﬁ*

pengamatan dan
pencatatan yang sistemastis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan
Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus
COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten

Soppeng. Pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh keterangan-
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keterangan data yang akurat dan relevan antara jawaban informan dengan
kenyataan vang terjadi dilapangan mengenai Transparansi Bantuan Sosial
Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

3. Teknik Dokumentasi

/4 - “" /' s‘:::: b
//I J«Uwg \\\\

/

1. Reduksi data
Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan
perhatian kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data

utama dan juga data yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang
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diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam
uaraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan
direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-
hal yang penting.

2. Penyajian data

Penyajian data vang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan

LT

data menggunakan
teknik pengumpulan data serta pegecekan pada waktu vang berbeda Oleh
karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai
berikut:




1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika
data yang dikumpulkan di anggap belum cukup, maka dari itu peneliti
dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara

kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun

mendapatkan data yang beliim diperoleh sebelumnya. Oleh karena i,

macam cara atau

teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidakakuratannya.
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. Triagulasi Waktu yaitu Triagulasi wakiu berkenan dengan waktu

pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih
akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah

dilakukan pada informan.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian.

Pada sub bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang

mencakup secara umum Kabupaten Soppeng, Dinas Sosial Kabupaten

Soppeng. Kantor Kelurahan 4A n Seppeng, serta Profil Bantuan Sosial

\“iﬁ\}\l‘]\ob‘q

\\\\\‘i, h///
\\ A

lintang selatan 119" 47°18-120" 06°13 Bujur Timur. Wilayah ini

merupakan daerah daratan dan perbukitan dengan ketinggian £60M dari

permukaan laut dan perbukitan yang luasnya =800KM pada ketinggian

rata-rata 200M diatas permukaan laut. Ibu Kota Kabupaten Soppeng yaitu
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Watansoppeng berada pada ketinggian 120M diatas permukaan laut.
Kabupaten Soppeng berbatas dengan kabupaten lain. yaitu:
e Sebelah Utara = Berbatas dengan Kabupaten Sidenreng Rappang
dan Kabupaten Wajo.

o Sebelah Timur - Berbatas dengan Kabupaten Wajo dan

>‘.a \I.

S0 e
YEM

Kecamatan Lalabata 278 km®, Kecamatan Marioriawa 320 km’, Kecamatan

Donri-Donri 222 km®, Kecamatan Ganra 57 km® Kecamatan Citta 40 km*
Adapun Jumlah Penduduk di Kabupaten Soppeng berdasarkan dengan

kecamatan sebanyak 237,115 jiwa yang terdiri dari laki-laki 113,993 jiwa dan

perempuan 123,122 jiwa, yang dimana penduduk ini tersebar ke-8 kecamatan
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yaitu Kecamatan Marioriwawo dengan jumlah penduduk 48 912 jiwa (20,63%)
merupakan jumlah penduduk tertinggi diikuti oleh Kecamatan Lalabata 48.220
(20,24%). Kecamatan Lilirilau dengan jumlah penduduk 38 320 jiwa (16,16%)
berapa pada urutan ketiga. Berikutnya Kecamatan Marioriawa dengan jumlah

penduduk 29,205 jiwa (12,32%) ditkuti Kecamatan Liliriaja dengan jumlah

penduduk 28.316 jiwa (11,94%). duk kecamatan terendah ada dua yaitu
di Kecamatan Ganra 11, di Kecamatan Citta dengan
jumlah  pendudu i dengan pertumbuhan
penduduk ilayah 1.500km®
Unt " I menurut
o
¥ 1 nis
duk

(%)

01 2 | 2063
02 i . 6 | 11,94
03 20 | 16,16
04 ! 2 220 | 20,34
05 ] 3 9205 | 12,32
06 ] 24393 | 10,29
07 : 11,592 | 489
08 Citta 3 883 1.64 | 4274 1,80 | 8157 344
Kab.Soppeng | 113.993 | 48,07 | 123.122 | 51,93 | 237.115 | 100,00

Sumber. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, Tahun 2019,
diolah.
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2. Dinas Sosial Kabupaten Soppeng
a Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng
1. Visi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Visi adalah suatu gambaran dan cita-cita tentang keadaan

masa depan yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah, dengan

menjadi orang vyang tanggap terhadap kehidupan sosial di
lingkungannya
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b) Masyarakat Sejahtera. Artinya Menggambarkan suatu kondisi
sosial masyarakat yang terpenuhi hak — hak dasarnya berupa
kebutuhan jasmani, rohani dan sosial

2. Misi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan vang

dilandaskan pada potensihmaupun sumber daya yang dimiliki serta

samaan, tanggung jawab yang

AT TIET

e) Pengembangan sumber daya manusia aparatur dan tenaga sosial

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas.
f) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dalam

pembangunan kesejahteraan sosial.
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b. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Sosial Kabupaten Soppeng
Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 58 Tahun 2016
tentang Tugas dan Fungsi pada Dinas Sosial Kabupaten Soppeng,
maka struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng adalah

sebagai berikut:
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e.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya,
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Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut -
a.) Menyusun rencana kegiatan Dinas serta menyusun Renstra Dinas
sesuai dengan Visi dan Misi daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas,

b.) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

(1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
b) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;,

¢) Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian,
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d) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan,
Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
-sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

nen dal ey
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b) Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;

¢) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan
perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial, dan

jaminan kesejahteraan sosial keluarga,
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Rincian tugas sebagai berikut .
a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan Dan Jaminan
Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk, memantau, mengawasi

dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi

sosial;

b.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi sosial;
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c.) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian kegiatan
pelayanan, pengasuhan, perlindungan dan pengangkatan anak,
rehabilitasi disabilitas dan lanjut usia (Lansia), rehabilitasi tuna
sosial, korban NAPZA, HIV-AIDS dan KPO, serta tindak

kekerasan dan Pekerja Migran (TKPM),;

Rincian tugas yang ah sebagai berikut
g Rehabilitasi Sosial sebagai
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Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai  tugas memimpin dan  melaksanakan  dan
mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan
teknis bidang pemberdayaan sosial, sesuai peraturan perundang-

undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
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Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang mempunyai
fungsi .
a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan
sosial;

b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial
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Bidang Penangan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan,
mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
penangan fakir miskin, sesuai peraturan perundang-undangan dan
pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.




Dalam  menyelenggarakan  tugas Kepala Bidang mempunyai
fungsi:

a.) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekms bidang penangan fakir
miskin;

b.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penangan fakir miskin;
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3. Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.
Kelurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota, vang merupakan pelaksana pelayanan yang bersentuh

langsung dengan masyarakat. Dalam penyelanggaraan fungsi kepada

Awalnya Kelurahan Salo Karaja bergabung dengan Wanua Ompo yang
dikenal sekarang Kelurahan Ompo kemudian di mekarkan menjadi
persiapan Kelurahan Salo Karaja berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Nomor 559/V/1992 tentang

Pengesahan Kelurahan Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Tingkat 11




Soppeng dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Soppeng
Nomor 224/V1/1992. Pada tanggal | Juli 1992 Pejabat Kepala Kelurahan
Persiapan disumpah oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat 1l Kabupaten
‘Soppeng yang menjadi Lurah Pertama Kelurahan Salo Karaja dipimpin

oleh Drs HM.SAID ALIE tahun (1992-2003), kemudian digantikan oleh

1
A
—_—

P

7z

b) Meningkatkan Pertanian Menuju Swasembada pangan.

c) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

d) Mewujudkan tersedianya Prasarana dan sarana Publik yang
memadai,



) Mendorong kemajuan sektor usaha mikro.
f) Mendorong terlaksananya Pemerintah Kelurahan yang
efektif dan efisien, dan

¢) Mendorong peningkatan mutu kesehatan masyarakat.

b. Jumlah Penduduk dan Geografis Kelurahan Salo Karaja

Kabupaten Soppe

Ass‘i a sebanyak
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Kelurahan Salo Karaja terletak pada daerah daratan rendah
yang sangat cocok untuk tanah persawahan (pertanian), oleh
karena itu dari sektor lapangan kerja Kelurahan Salo Karaja

berpotensi sebagai daerah penghasil padi, sehingga masyarakat
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di tuntut untuk memperbaiki kondisi mata pencahariannya.
¢. Sumber Daya Pegawai, Sarana dan Prasarana

1) Sumber Daya Pegawai

Tabel 4.3 Nama-Nama Sumber Daya Pegawai di Kelurahan Salo Karaja
Kabupaten Soppeng

No Nama Jabatan Pangkat
1 Kasman, SE epala Kelurahan PENATA, Ill/c

2 | Hj. Nurhayati, SIF Seksetari PENATA, lll/c

PENATA, Tl/d

PENATA MUDA

B BN —
Y a——

Sarana Jumlah
TK 2 Buah
PA[iD 1 Buah
sD 4 Buah

( Sumber: Kelurahan Salo Karaja)
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Table 4.5. Sarana Keagamaan

Sarana Jumlah
Mesjid 5 Buah
(Sumber: Kelurahan Salo Karaja)
Prasarana Transportasi & Peralatan
Tabel 4.6. Transportasi Operasional & Peralatan di Kantor Kelurahan Salo
Karaja Kﬂbupatm_Snp e
Prasarana Jumig
Motor
Laptop
Komput
b 4
4 A <
J A )
e
(Sum e
)
Tabel 4.
| Mata Pe DF
Pet
P: ang Ca
Wiraswasta 3.26%
PNS 10,31%
Tukang Kayu 0,49
Tukang Batu 1.17%

(Sumber: Kelurahan Salo Karaja)
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B. Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus
COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten

Soppeng.
Transparansi adalah penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi

publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi-informasi

yang akurat dan memadai Transparansi tidak hanya sekedar menyediakan

’E\v‘ o - 1

Dporiiy
7
kerya |

) ngan (BSP) ini
pak serta TKM

i berlakukannya

sial Distancing dan

pembatasan wilayah.

Cara kerja Transparansi Bantuan Sosial Pangan (BSP) ialah dengan

membuka Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial Sembako, dengan begitu
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masyarakat pun dapat ikut mengawasi penerimaan Bantuan Sosial di
Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng Nama-Nama untuk penerimaan
Bantuan Sosial itu kemudian ditempel di Kantor Kelurahan dan di Kantor
Dinas Sosial Sejumlah pihak mengingatkan pelaksanaan program jaring

pengaman sosial termasuk Bantuan Sosial tetap Transparan serta tepat sasaran.

2

sosn et GOV
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Proses Pemberian
Bantuan Sosial Sembako ke masyarakat. Keterbukaan Proses berarti dalam
setiap proses yang di jalani baik dalam pengambilan dan pelaksaan
kegiatan dapat terbuka ke publik. Dalam hal ini, keterbukaan proses harus

relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses
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pengambilan keputusan publik, partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak
banyak berarti tanpa adanya jaminan keterbukaan proses. Dalam Bantuan
Sosial penting dalam mengidentifikasi penerima manfaat dan menjaga
transparansi penyaluran Bantuan Sosial di Kelurahan.

Dalam Bantuan Sosial penangan COVID-19 di Kelurahan Salo

Karaja dibagi menjadi ada 3, Bafituan Sosial dari Kementerian Sosial disini
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pemberian penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) serta dapat
meningkatkan koordinasi dan komunikasi.
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Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Dana
Anggaran untuk Bantuan Sosial Pangan (BSP) di peroleh melalui
Refocusing dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah) Kabupaten Soppeng dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang maksudnya dana-dana tahunan berjalan di SKPD ini di
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Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Dana vyang
digunakan dalam Bantuan Sosial Pangan (BSP) yakni berasal dari Dana
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng dan
Dana Kelurahan sedangkan dalam proses mendapatkan anggaran dari

Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng itu dengan membuat sebuah




Pangan (BSP)

Proses Bantuan Sosial

Identifikasi oleh
Aparat Kelurahan

tumpartg und:h daiam
Pemberian Bantuan Sosial

|

Ditetapkan Dalam SK
PERATURAN BUPATI
SOPPENG NOMOR 28

Tahun 2020




57

Berikut hasil wawancara dengan AM selaku Kepala Bagian
Perencanaan Dinas Sosial terkait proses kontribusi serta syarat khusus
Penerima Bantuan Sosial sebagai berikut:

“Terkait dalam proses kontribusi Bantuan Sosial ada 3 tahap mulai
dari (1) Pendataan dan Pengelolaan data (2) Mekanisme Penyaluran
dan (3)Penyaluran. Syarat khusus penerima bantuan adalah,
Masyarakat lcurang mampufmu!ﬂn belum tersentu bantuan,
wmal yang terdampak (Informal: yang
Kangoick sadangkan Formal: yang bekerja

g kurang mampu

kemudian hasil pendataan itu mereka lakukan vang namanya
musyawarah yang biasa disebut Musyawarah Desa / Musyawarah
Kelurahan atau biasa disingkat dengan MUSDES/MUSKEL. Hasil dari

MUSDES/MUSKEL ini mereka input dan memasukkan ke aplikasi
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SIKS-DATAKT. Data usulan ini dikirimkan ke tingkat Kabupaten
melalui Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, di Dinas Sosial di verifikasi
ulang kelayakan ini setelah di verifikasi ulang melakukan usulan data
melalui aplikasi yang sama.

Terkait dengan keterbukan proses Pendataan Bantuan Sosial

khusus pandemi COVID-18) Berikut wawancara NR selaku KASI

Ekonomi Pembang

L hS MUK AR
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/ ¥ c‘\ v ot iy
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Rakyat Kelurahan Salo

'
bl o

Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng dengan  persyaratan

mengumpulkan forocopy KTP dan forocopy KK serta kriteria yang telah

di tetapkan, sebagai berikut jenis Bantuan Sosial:
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Tabel 4 9. Bentuk Bantuan Sosial

No. | Program Bantuan Sosial | Jumlah Penerima Keterangan

. Data Terpadu
y, | -Pentuen PenganNon 13.028 KK Kesejahteraan
Tunai (BPNT) & Sosial (DTKS)

2 Bantuan Sosial Tunai

(BST) 15352 KK PT POS

» Data Terpadu
s | BermsPKHPewrima | io | Kesgamernan
luarga Harapan) Sosial (DTKS)
| D s pin s
Souhee Sosial (DTKS)

.
8
.\\ -

s e

- | iatas an
G S

(¥
//Illv‘ku

//) "w\\ g j

bantuan kare.nn

Se elurahan b a ya :-..'; jelas target d.m
151 pakemnnya i samlm ﬁﬂﬂrihu (Hasﬂ Wawancara, AS. Kamis,
04 Februari 2021)"
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Dari hasil wawancara penulis dapat dikatakan bahwa untuk
mendapatkan Bantuan Sosial Sembako masyarakat melakukan arahan
sesuai dengan yang disampaikan karena data yang diberikan haruslah
akurat dengan mengumpulkan forocopy KK dan forocopy KTP |

2. Peraturan dan Prosedur Pelayanan

Sebagaimana data sek g penulis dapatkan bahwa Peraturan
LN

amiNegeri Nomor 32 Tahun

Sosial yang

ang Penvaluran
Bantuan Non Tuna: : an Sosial Sembako COVID-
19 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020
tentang Mekanisme Pelaksanaan Angaran Belanja Negara dalam

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
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Dari penjelasan terkait aturan Bantuan Sosial kemudian penulis
menanyakan operasional Prosedur Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas
Sosial, Berikut wawancara AM selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas
Sosial mengatakan bahwa:

“Dalam Prosedur Pelayanan itu sendiri kami dari Dinas Sosial
membuka 2 Pelayanan fa n‘i‘ Pelayanan Langsung Terpadu Satu

Pintu  yang bertem Rinas Sosial kabupaten Soppeng dan
S i 8 (Delapan) Kecamatan di

Kabupate

el 44

di jangkau oleh masyarakat dengan seperti yang merasa dirinya terdampak

atau merasa dirinya tidak puas.




Sedangkan untuk tidak terjadinya tumpah tindih dalam pemberian
Batuan Sosial terutama di Pandemi COVID-19, pihak dari Dinas Sosial
menerepkan persyaratan, sebagai berikut:

a) Calon Penerima paket Bantuan Sosial Pangan terdaftar masuk di

pendataan RT/RW, Kepala Lingkungan yang berada di

Desa/Kelurahan.

A {im yang terjun
iSyarakat tapt kami
ds il 1 akan memberikan
bantuan km‘em keterbatasan Anggaran d&n Kahupaten Soppeng maka
kami Dinas Sosial berupaya memintakan akses ke Kementrian Sosial.
Pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Sosial berupaya ke Kementrian
Sosial meminta bantuan untuk masyarakat dan akhirnva kita dari
Kabupaten Soppeng dari 10.000 kami usulkan terdapat 8916 KK
vang akhrinya mendapatkan Bantuan Sosial Non  Tunai dari
Kemetnrian, Tetapi sebelum kami memberikan bantuan kami betul-
betul memastikan bahwa yang menerima bantuan tersebut yang belum
mendapatkan bantuan sebelumnya, dari beberapa vang mengadu
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terdapat masyarakat yang telah tersentuh bantuan maka dari itu untuk
memastikan tidak adanva double dalam pemberian bantuan kami
verifikasi data melalui Aplikasi SIKS-DATAKU yang menggunakan
NIK KTP masyarakat tersebut jadi akan jelas jika nantinya ada yang
double dalam menerima bantuan. (Hasil Wawancara, M.A. Rabu, 27
Januari 2021)”

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa sebelum paket Bantuan

Sosial diberikan kepada masyarakat, aparat Dinas Sosial haruslah betul-

betul memastikan bahwa yang menerima paket bantuan tersebut belum

jadi setiap
a terdiri dari
Perencanaan,
FiY yang tergabung,
a juga | hagikan informasi

ed atsApp dan di dalam
grub tersehut dl bman beherapa mfﬂnnasa henm terkini ada juga yang
melihat dari TV, dan Surat Kabar dan untuk di Kelurahan Salo Karaja
Kami membagi RT/RW, Kepala Lingkungan, dan beberapa Aparat Dari
Kelurahan Salo Karaja untuk menginformasikan Kriteria Penerima,
Format Pendaflaran, Petunjuk Laporan. Jadi dalam Grup itu kami
membahas seputar data menganai Bantuan Sosial ini jadi kami tidak
akan kekurangan informasi dan semuanya mengetahui dan ada juga
masyarakat yang langsung ke Kantor Desa/Kelurahan bahkan ke Dinas




Sosial untuk memastikan lebih lanjut. (Hasil Wawancara, N R Rabu,
03 Februari 2021)”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat
mendapatkan informasi melalui media sosial WhaisApp, Televisi dan Surat
Kabar selain itu pihak RT/RW, Kepala Lingkungan dan Aparat Kelurahan

mensosialisasikannya langsung dengan mendatangi rumah masyarakat dan

tak lupa pula mematu hatan_ Alurnya itu dari pihak
Kelurahan memb / awaban (L.P]) mengenai Bantuan

\"P‘S. ,A:Lumfﬁr .
\\\“"M[/
N "’

iwan Sembako yang

N Beras 15 Kg 150,000
4. Gula 2 Liter 28.000
5. Minyak 5 Liter/ 1 Cergen $2.000
6. Telur | Rak 48.000
" Tepung Terigu 1Ke 20,000
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8. Kopi | Bungkus 20.000
9. The 2 Dos 20,000
19. Mic Instan I Dos 80.000
1. Sabun Mandi 2 Bungkus 6.000
12, Sabun Cuci 2 Bungkus 12.000
13. Pasta Gigi Besar | Buah 1000
14 Sabun Cuci Pinng

k
‘"h/
.
oA '\:,l

7

éx(v/ 2

]
'
&

Dalam setiap paketan dalam Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang di

kategorikan sebagai Bantuan Sembako COVID-19 senilai dengan

600rb/KPM dengan jumlah 100 Paketan. pada nama-nama vang telah di SK

kan oleh Bupati melalui Dinas Sosial yang di usulan dari Desa/Kelurahan.
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Adapun masyarakat yang mendapatkan Bantuan Sosial Pangan (BSP)

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP)

v
|||||||

No NIK Nama Alamat Keterangan
1 | 7312044602740005 | A Indriani S Cenrana Ukm
2 | 7312047112680072 | A, Jurana Cenrana Ukm
3 | 7312042012680001 Mattoanging | Non Bansos
4 | 7312044208770002 | A Polewali Pekerja Informal
5 | 7312047112350133 | A Paowe Pekerjalnformal
6 | 7312047112800036 Pekerja Informal
7 ¢ Pekerja Informal
8 Pekerja Informal
9 Pekerja Informal
10 Pekerja Informal
Pekerja Informal

MNon Bansos

26 Pekerja Informal
27 Pekerja Informal
28 Ukm

29 | Non Bansos

30 Andi Yanti Wahyuni Non Bansos

31 | 731204010100006 | Andi Efffendi Cenrana Non Bansos

32 | 7312041709770001 | Anis Mattoanging Non Bansos

33 | 7312040107650017 | Anwar Salokaraja Ukm

34 | 7312041010900002 | Arisal Paowe Pekerja Informal
35 | 7312042703820005 | Ashari Paowe Pekerja Informal
36 | 7312047101590001 | Asma Cenrana Pekerja Informal
37 | 7312047112670077 | Aminati Cenrana Pekerja Informal
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38 | 7312071807890002 | Asmir Cenrana Pekerja Informal
39 | 7312046310940002 | Asmita Nurwana Paowe Pekerja Informal
40 | 7312043112000022 | Asriadi Mattoanging Pekerja Informal
41 | 7312046305850001 | Asriana Cenrana Ukm
42 | 7312047112600127 | Astati Paowe Ukm
43 | 7312047112650144 | Asmaul Paowe Pekerja Informal
44 | 7312043112680227 | Baba Cenrana Pekerja Informal
45 | 7312047112660074 | Baharia Cenrana Pekerja Informal
46 | 7312043112670167 | Baharu Mattoanging Pekerja Informal
47 | 7312040708510001 | Basmin Mattoanging Ukm
48 | 7312044107530031 | Bollo Paowe Pekerja Informal
49 | 7312047112520128 Paowe Pekerja Informal
50 | 731204010777003 ttoanging Pekerja Informal
51 | 731204410731 Qwe Pekerja Informal
52 | 73120414127 ing Pekerja Informal
53 | 7312 Pekerja Informal
54 | 73 Pekerja Informal
55 on Bansos
a Bansos
508

5 C ansos

ansos
61 Bansos
62 e
63 - 'm
64 to kerja Informal
65 | 7 o Pekerja Informal
66 | 7 Pekerja Informal
67 | 7 Pekerja Informal
68 | 73 Ukm
69 | 731 Ukm
70 | 7312 Ukm
71 | 7312 Pekerja Informal
72 | 731204 Pekerja Informal
73 | 731207550679 1 ellang Pekerja Informal
74 | 7312046108820003 | Hanah Tellang Pekerja Informal
75 | 7312041204790001 | Hatta Tellang Pekerja Informal
76 | 7312044710850002 | Heri Fitriani Cenrana Pekerja Informal
77 | 7312041010850002 | Herman Cenrana Pekerja Informal
78 | 7312043112710085 | Hijriah Cenrana Pekerja Informal
79 | 7312044810830001 | Hasmawati Cenrana Pekerja Informal
80 | 7312044509770002 | Halida Cenrana Pekerja Informal
81 | 7312044107650023 | Hameta Cenrana Pekerja Informal
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82 | 7312047112580119 | Hadra Cenrana Non Bansos
83 | 7312047112670121 | Hanawiah Tellang Pekerja Informal
84 | 7312044101500003 | Hijrinuraini Tellang Pekerja Informal
85 | 7312047112620111 | Hermawati Tellang Pekerja Informal
86 | 7312047012650002 | Haeda Cenrana Pekerja Informal
87 | 7312044211720002 | Hasruini Paowe. Pekerja Informal
88 | 7312047112840080 | llemma Tellang Pekerja Informal
89 | 7312044107520160 | | Mare Tellang Pekerja Informal
90 | 7312044506410002 | 1 Marni Tellang Pekerja Informal
91 | 7312044101620004 | 1 Nuha Mattoanging | Ukm
92 | 7312046904480004 | ltisan Tellang Pekerja Informal
93 | 7312047112460075 Tellang Pekerja Informal
94 | 731204021077000 Cenrana Pekerja Informal
95 | 731204610282 oanging | Pekerja Informal
96 | 73130120108 Pekerja Informal
97 | 7312 Pekerja Informal
98 | 731 Pekerja Informal
99 ckerja Informal
1 ria Informal
ncara
SL ta upaten
\”
Sop
9 N
informasi
gkapi data
N A _an_fﬂmﬁapy
n, saya tidak
ya saya sudah
m / A dari Dinas
So 1y
Da a informasi ke

masyarakat terkait Bantuan Sosial Pangan (BSP), kebanyakan masyarakat

mendapatkan informasi dari sosialisasi dan media sosial berupa Grub

WhatsApp.
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Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah yang dalam hal ini
Kelurahan Salo Karaja dan Dinas Sosial Transparansi dalam memberikan
informasi dan prosedur penyalurannya. Terkait hal itu masyarakat juga
menanyakan seperti apa kriterianya serta menanyakan bagaimana cara

mendapatkan bantuan, pada tim pendataan memberikan respon dalam

menyampaikan  di mas_v,rar alui media, ada juga melalui
masyarakatnya yang dg

’d

: &hKAS
\\\\mhh///y s

] \
//'1 \&ij \\\\

/ Iluq\\\\\\

data yang di perlukan dan di perlihatkan secara langsung apakah memang

bisa menerima bantuan tersebut.
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Wawancara MA selaku Operator Bantuan Sosial di Dinas Sosial terkait
keterbukaan informasi Bantuan Sosial Pangan (BSP) dengan penulis
mengatakan bahwa:

“Kami bersama dengan tim selalu terbuka mengenai informasi-
informasi apa yang terbaru dan sudah di akui bahwa kami salah satu tim
yang cukup tanggap dalam memberikan informasi ke masyarakat.
Pertanyaan dari masyarakat kami bisa langsung jawab begitupun dari
semua elemen yang terlibat'dari proses pendataan hingga penyaluran

' i anena dalam hal ini tidak hanya

% g TEAE
, MU R

Dalam hal ini, kete aan proses harus relevan untuk meningkatkan
kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
publik, partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa

adanya jaminan keterbukaan proses.
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Dari hasil Observasi penulis dapat dikatakan bahwa Data yang di
dapatkan ialah data yang sudah diusulkan di tingkat Kabupaten yang di
tanda tangani dan dibuatkan berita acara oleh Bupati Soppeng sebagai
bahan usulan Bupati Soppeng ke Kementrian Sosial. Data vang sudah

di usulkan akan di verifikasi oleh Kementrian Sosial melalui Pusat

Terpadu Kesejahteraan Sosial

™

b o
N\WL{A7//

i B

dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan /

atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial. Dalam pemberian Bantuan Sosial tidak lepas dari adanya
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peraturan yang mengikat dan adanya berbagai prosedur Pelayanan
yang di berikan oleh Pemerintah Daerah.

Dari Observasi Penulis dapat dikatakan bahwa Dalam Bantuan
Sosial telah termuat pada Dasar Hukum:

a) PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dz Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

“\PJ(»ASSKL? '7<>/
A

[2 1

'\ ¢

ndl \ ""‘ // ‘ : ;
“:‘\5\\ \‘x‘ I Ml/é"’ lom Pl

U N -4 ha

ko COVIL
NED
< e

1
.....

selolaan Bantuan

5 .
“Arpan b
L\_A__——-———\l

o 1pak na Virus Disease

2019 di Kabupaten Soppeng.

Sedangkan untuk Prosedur Pelavanan yang diberikan oleh pihak

Dinas Sosial ialah dibagi dalam 2 Pelayanan yakni Ada Pelayanan

Terpadu Satu Pintu yang ditempatkan Langsung di Kantor Dinas
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Sosial Kabupaten Soppeng yang di koordinir langsung oleh Operator
Bantuan Sosial dan ada Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang di
tempatkan Di masing-masing 8 Kecamatan di Kabupaten Soppeng di
tempatkan di titik-titik Tertentu yang dengan mudah di jangkau oleh
masyvarakat dengan seperti yang merasa dirinva terdampak atau merasa
dirinya tidak puas. Selain ifigpihak dari Dinas Sosial juga diakui cepat

Televisi dan Surat Kabar namun masyarakat lebih mudah memahami

terkait informasi yang langsung diberikan dari pihak RT/RW, Kepala
Lingkungan dan Aparat Kelurahan yang mensosialisasikannya dengan

mendatangi rumah masyarakat dan tak lupa pula mematuhi Protokol
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Kesehatan Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah yang dalam hal
ini Kelurahan Salo Karaja dan Dinas Sosial Transparansi dalam
memberikan informasi. Terkait hal itu masyarakat juga langsung

menanyakan seperti apa kriterianya serta menanyakan bagaimana cara
mendapatkan bantuan, pada tim pendataan memberikan respon dalam




BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus
COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
dapat dilihat melalui tiga indikator Transparansi, yaitu;

« ;.L“f» \s\\
W/’lﬂ»‘\\‘\\ 2
"

Sosial vang di khususkan untuk Bantuan Sembako COVID-19 Sosialisasi
dari Aparat Kelurahan maupun melalui Media Sosial namun masyarakat
juga dapat mengakses melalui Aplikasi SIKS DATAKU dengan
memasukkan NIK KTP vang sesuai dengan KK untuk mengetahui bahwa
NIK nya telah terdafiar sebagai Keluarga Penerima Manfaat.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil analisis pada bab-bab

sebelumnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:
| Lebih meningkatkan transparansi kepada masyarakat mengenai
penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP).

2. Kepada seluruh aparat yang berperan dalam penyaluran Bantuan Sosial

Pangan (BSP) ag: /\ pingkatkan lagi komunikasi dan

/ \ alam penyaluran Bantuan
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» Dekumentasi

Gambar 1 dan 2: Lokasi Kantor Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng
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(Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021)
Gambar 4: Wawancara dengan KASI Ekonomi Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Salo Karaja Kabupaten

Soppeng

==l




(Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021)

Gambar 7 dan 8: Masyarakat Se_t_{;wat, Salo Karaja Kabupaten Soppeng

{Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021)
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Gambar 10: Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP)

(Sumber Dokumentasi Penerima BSP, Dinas Sosial 2021




Gambar 11: Surat Pertanggunglawaban Bantuan Sosial Pangan (BSP)

P s s
| N T—
L T il

. LA T
—

(Sumber: Diaas Sagial 2021)

84




85

e
S .
urat Penelitian







87

PEMERINTAM PROVINS! SULAWES! SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Yo IOTIES.OLETER2ON Kepadair
Lempen Bp=tl Sogpang
Paiibdl  tzin Penslilan

| 2 Bengorwie N & Teip, D441} L810TT P 0 T) LdZEE
Whedtwpilly © oL A e B et s
Mk 52211







RIWAYAT HIDUP

YUYUN FAHRI ANNISA H.USMAN, lahir pada

tangal 16 Juli 1999 di Madello Kecamatan Lalabata
Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis

merupakan Anak ke-enam dari tujuh bersaudara yang

lah it SMA pemulis iangsung melnjutkas kan di
-U \' //,«/ s ! ;

i ASISW: ‘ w Pemerintahan di

- 7 \"N ‘ ///'qlw\\
; \\ B~ N »

Q*‘fﬂ RAAN DN‘.\'Q . an Salo Karaja

snelitian ini dapat
memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan
di masyarakat apa vang penulis dapatkan selama belajar di Universitas

Muhammadiyvah Makassar.




